AN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR S8ELATAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

LML Agus Salim Telp (07560) 2150721093, PAITN AN

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 332.1/ 3 /SatpolPP&Damkar/PS/2020

TENTANG

TENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTARL
Y] PEMBANTU PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
YEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

%

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Dl asg - a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peratuvan tapai
Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Padoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Laghunuan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka
di pandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu ada
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam hebahavan

Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud
dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan hepala
Satuan tentang Penetapan Pejabat Pengelola nformas
dan Dokumentasi Pembantu Pada Satuan ol Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Besisir
Selatan;

Mengingat ;1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1250 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera  Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun
1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1907
Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 53 Tabmin 1908

(Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 1908
Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1643);
2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun J0OJ fentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286); o
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g l.h'n'h-nm—Hmlnn‘u Nomor 33 Thhun 2004 il arie
ljl‘llll)l)ﬁiljulill Kevanpgan Antara Pemerinial, Pusil don
Pamerintah Doeralr (Lembagr o Meparo Fepuhliis
Indonesio Talian 2004 Nomaor P20, Tambmhan Lembarag
Meara Repubilile Indonesin Nomor A4034),

A Uidang-Undang  Nomor 14 Tahun 200§ estpliin e
leterbulaann  Informasi  Publik  (Lembaran Nr;n’ni;
Republile Indonesin Tahun 2008 Nomaor 61, Tambiahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor AH46);

. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 lerilaig

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara I-'n|mlnlil-:‘

Indanesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemboran

Negara Republile Indonesia Nomor 1387), sebagaimana

telah heberapa kali diubah  terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Lerilang

Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara Kepublile

Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembarian

MNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

f, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 lentang
Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republile
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran  Negnrn
Fepublilk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
IZepublile Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

~
=

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

11, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

dan Pemerintah Daerah,
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;

9,

10,

Scanned by CamScanner



11, Pl::*mlmnn Dnernh Kahupnten Pesisiv Selaig, Merigiess s
Fahvin - 2014 lentnng i

""”l|i"m||l-m :
g ULV VT TR P f
Peranglat Daerah; STy
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I Peratural Daerah Kabupaten pPegisiy Selatan Homegy 4
e ) ry . '
Fahan 2017 tentonng Angpnran Pendapntnn dar Paelinrife

Daerah Kabupaten  Penjair Selintan Tahan
2018;

Anpwsirin

, T, . Lo i

16 ,I.N“““'rm Bupati Kabupaten Pesisir Selatun Homer 479
Fahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Orpinisngi,
Mugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Urnian Tugin
Jabatan Struktural Dinag Komunikasi dan Informatibe,

I7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor B Tahiun 2017
entang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan:

I8 Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolan Informasi dan
Dokumentasi  di Lingkungan  Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan;

19 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan belanja Daerah Nomor 6
tahun 2019 dan Perkada Nomor 37 tahun 2019 tangpeal 3
Desember 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU :  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di
Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten  Pesisir  Selatan, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | dan Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) l?cmbantu
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

a.  Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Utama  melaksanakan tanggung jawab, tugas dan
kewenangannya;

b. Mengumpulkan, memverifikasi dan mengklasiﬁk_asi}‘(an bahan
dan data di lingkungan Perangkat Daerah menjadi dokumen

informasi publik; .
Menyimpan, mendokumentasikan, menyedikan dan memben
pela_\.'anan informasi kepada publik; |

d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
Menjamin ketersediaan dan dan .akselerag,i layanan informas;
dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepa
dan berkualitas; -

f.  Melayani dan memproses permohonan informasi; |
Melakukan inventarisasi informasi yang di Kecuahkan.un(';::](
disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi
Dokumentasi (PPID) Utama;

4]
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A an, e pr,-lnlmunnnn pelayanan informant dan
ol t "u]p_mlu Pejabat  Pengelola  Infor mant  dan
.uunrn‘nllnnl (PPID) Utama secara berkala paling  sedikit o
(matu) Tahon sekali atau sesuni kebutuhon

2 nid b e ¥ ) ) \ -
KETIGA : Pejabat Pengelola Intormasi dan Dokumentasi Pembantu sebagalimana

dimakaud dalaom Diktum KESATU mempunyai wewenang ;
menolak  permohonan

he Menyvampaikan laporan

A, Memberikan  pelayanan  informasi  dan
Imformaai yang diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas, dengan

Ketentuan
Kepaln Satuan bertanggung jawab penuh terhadap semua proses

1.
pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dilaksanakan,

)

iy

Kepala Satuan menandatangani laporan pelaksanaan pelayanan
informasi  dan  dokumentasi pada perangkat daerah untuk
disernhkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasl

keberatan  atan

(PPID) Utamn,;
dan

3. Kepala  Satuan menandatangani
pelayanan  informasi  dari  Pejabat
Dokumentasi (PPID) Pembantu kepada PPID Utama.

b. Bersama-sama dengan PPID Utama melaksanakan proses Mediasi
atau Ajudikasi apabila terjadi sengketa informasi.

laporan
Pengelola Informasi

KEEMPAT: Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tercantum didalam
Lampiran Il dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini
dibebankan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Kabupaten Pesisir tahun Anggaran 2020.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 4 Januari 2020
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
‘ KABUPATEN

DAILIPAL,
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680805 199009 1 001

o

Scanned by CamScanner



;g;;:mw [

KEPUTUSAN KE

PEMADAM KEBAKARAN KAD

PALA § |
SATUAN IHONTHA PARIEN ”'n‘:"\‘-'"\l'll,'h\H\ 0

NOMOR 332 U'A\\'"Lm's,:',lsmm,nwr, W i
D320y Sa . VIS AN A TAN
.3-55 TANGGAL - 4 JI‘-EGU{“‘E:|2)‘(;!‘;:;IWIMDh!‘ulIml/phi//,!l,t:,-'/})‘[1l i

: ‘J’;’ “am‘f\NG = ')FN[:-rAl’ .
(5 - - - J ‘ Y o 7 N,
i DAN Déﬁul L‘”"‘“’f”““ UPENCEMOUN OMFRMAS
- LlNGKUNa MENTASI (PPID)  PEMBANTU DI
" DAN P[:M/}\T),m’l UAN POLISI PAMONG PRAJA
- KEBAKARAN K W
Sustnan Pejal
U HEW) \ .
DI Lingkungan Sglllgl:l%g]l?;? anfomn?; o dookumentas (PTID) Pembantu
¥ - : among Praja dan Pe (e .
Rabupaten Pesiair Selatan a) madam Kebakaran

IINQI e e o

a JABATAN SUBUNAN DALAM PERANGKAT FPID

; ; ‘ - eSS e R

£ :_l\—.-l-rl.-‘.f-.‘ 198 mlmll_—m:,: —_— Pembina/Atasan PPID 'embantu
|2 | Sekretaris Batuan Pejabat Pengelola Informast dan Dokumentasi
I e i ——. (PPID) Pembantu o
3| Kabid Trantity BudimKotereifvom i/ mmmunis sde mimmma dinan
e e e e I’J’("ﬁﬂ“u'lulgllﬁ’lNk“umﬂnlml o
1| Nahil Perda B Bidymd dhagela Rdpetamaurn D nedn b
8 Nabil Damkeir Bdidun drondudariy }ebalrmn
A, Kepala Bub Baglan Umum  dan ~ Bldang Sckretariat
i Kepegawaian  pada  Satuan  Polisi Anggotn
Pameng Praja  dan  Pemadam
Kebakaran
. hepala Sub Dagian Perencanaan | ,
keuangan dan  Pelaporan  pada ggota
Hatuan Pelist Pamong Praja dan
| Pemadani Kebakaran
4 Bidang Trantib
i hkepala Bidang Ketentraman Umum, | Koordinator
Kelentraman dan Perlindungan
Masyarakal
b. Kepala Beksi Kelertlban Umum dan | Anggota
Kelentraman Masyarakat
¢ Kepala Beksi Operasional, Anggota
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KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
KABUPATEN

DAILIPAL, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680805 199000 1 001

Scanned by CamScanner



100 1 600p61 60808961 ‘dIN
, (3/A1) wpIW vwwif) BUiqWdd

i W "og'g PvdAITIVd

Vs
UINIBTL NALYIOAVH AVAVHVETH WYAVIRID
NVA VPViad DNOWYVA 19110d RVOLYS VIVAIA

1BV OAN]
SYOrLLAA /NIayY

')

WVINAOANL IGVALIY T 50 IEVIHAOANT IBYLNAROAO ) i
I . e SIHVLIHANS
["-’«W’ HVHVIOUNA A DNV 2 MYNYAV 4 DMVCIE #

[

[ NLNVEWAd dldd
4

!

[ dldd NVSV.LV

uBIBIIS JIsIsad udiednquy uereeqay wepewa ] uep efel] Juowey 1sHoq uenjeg
uedunydupy 1q nivequad (aidd) ISeIUaWNO( Uep 1SBWIojU] eB[o[pduad Jeqefoq jsesjuedio miynng
NVIVTES dISISAd NELVINAVI NVAVIVEIN WVAVNED NV VIvad ONOWVd ISI]
D d ISI'IOd NVNLVS
NVONNMONITIQ NINVEWAd (dldd) ISYINANNNOA NV ISVWAOANI VIOTIONE LVAVId NVAVLANGY DNVINAL

0Z0Z RIVANVI : 1vD
0zZ0z/sd/teqweqndd odies/ § /rzel;:’ uoagxl

NVLVTIS dISISAd NALVdNgVy

NVAVAVEEN WYAVNId NV VIV2id ONOWV ISIT0d NVLYS VIVAT NVSOLOd@Y © |y NVAIdNYT

Scanned by CamScanner



